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SALINAN

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 90 TAHUN 2014

TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PERENCANAAN ANGGARAN BELANJA HIBAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas

dalam Perencanaan Anggaran Belanja Hibah, dipandang perlu

menetapkan Standar Operasional Prosedur;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah
Laut tentang Standar Operasional Prosedur Perencanaan

Anggaran Belanja Hibah;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan
Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang
Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang
Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 2756);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);



10.

11.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang
Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi

dan Kabupaten/Kota;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi

Pemerintahan;

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan
Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut
Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Tanah Laut Nomor 13);



12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008
tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut
(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor
13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor

14);

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008
tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut
(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2010 Nomor 1,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1);

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13
Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun
2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah

Laut Nomor 6);

Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 46 Tahun 2011 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;

Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2011 tentang Tata Cara
Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan,
Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan
Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 50 Tahun 2011 tentang
Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)
Penyelenggaraan  Pemerintah di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Tanah Laut;

Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2011 tentang Tata Cara
Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan,
Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan
Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;



MEMUTUSKAN :

Menetapkan :PERATURAN BUPATI TANAH LAUT TENTANG STANDAR

OPERASIONAL PROSEDUR PERENCANAAN ANGGARAN BELANJA
HIBAH.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.

2.

Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Bupati adalah Bupati Tanah Laut.

4. Belanja Hibah adalah pengeluaran pemerintah berupa transfer dalam

bentuk uang, barang, atau jasa bersifat tidak wajib yang secara spesifik
telah ditetapkan peruntukkannya dan tidak mengikat serta tidak terus
menerus kepada pemerintah negara lain, pemerintah
daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan serta organisasi

internasional.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD
adalah Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset yang
mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis pengelolaan
pendapatan, pengelolaan keuangan daerah dan asset milik daerah
serta mengoordinasikan penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) dan bertindak sebagai Bendahara Umum

Daerah.

Naskah Perjanjian Hibah Daerah adalah naskah perjanjian hibah yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dengan penerima hibah.

Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disebut SOP adalah
serangkaian ketentuan tertulis yang dibakukan mengenai berbagai

proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan.



BAB 1II
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PERENCANAAN ANGGARAN BELANJA HIBAH

Pasal 2

Kasubbag Tata Usaha Kepegawaian dan Sandi Telekomunikasi menerima dan

mencatat permohonan pencairan/realisasi belanja hibah berupa uang.
Pasal 3

agian Kesejahteraan Rakyat memeriksa kelengkapan persyaratan berkas
1) Bagi Kesejah Rak ik kelengk berk
permohonan pencairan/realisasi belanja hibah berupa uang dan meneruskan

kepada Bupati.

(2) Bagian Kesejahteraan Rakyat meneliti dan memverifikasi berkas permohonan

pencairan belanja hibah berupa uang sesuai ketentuan.
Pasal 4

Bagian Kesejahteraan Rakyat menyiapkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah untuk

setiap pemohon berdasarkan permohonan pencairan belanja hibah berupa uang.
Pasal 5

Bagian Hukum dan Perundang-undangan meneliti/mengkoreksi materi dan format

Naskah Perjanjian Hibah Daerah.
Pasal 6

Bupati Tanah Laut menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah bersama-
sama dengan pemohon hibah dan meneruskan permohonan pencairan/realisasi

belanja hibah berupa uang kepada PPKD.
Pasal 7

PPKD meneliti kelengkapan berkas permohonan dan memberikan memberikan
arahan kepada Bendahara PPKD untuk memproses pencairan belanja hibah sesuai
permohonan dan DPA-PPKD dan membuat telaahan kepada Bupati untuk setuju

dibayar.
Pasal 8

Bendahara PPKD memeriksa berkas permohonan pencairan belanja hibah dan

membuat SPP dan diajukan kepada PPKD untuk diterbitkan SPM.



Pasal 9

PPKD menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) sesuai ketentuan yang berlaku
dan diajukan kepada Bendahara Umum Daerah untuk diterbitkan SP2D.

Pasal 10

Kuasa BUD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sesuai peraturan

perundang-undangan dan diserahkan kepada Bendahra PPKD untuk pencairan.
Pasal 11

Bendahara PPKD melaksanakan pencairan dana belanja hibah berupa uang dan
mengirimkan (transfer) kepada rekening masing-masing pemohon belanja hibah

dengan bukti transfer Belanja Hibah Uang.
Pasal 12

Format Standar Operasional Prosedur Perencanaan Anggaran Belanja Hibah
sebagaimana Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

peraturan ini.

BAB III

TATA KERJA
Pasal 13

(1) Setiap pejabat dan pelaksana Standar Operasional Prosedur Perencanaan
Anggaran Belanja Hibah, wajib menguasai, memahami dan melaksanakan
sistem dan ketentuan yang berlaku dalam Perencanaan Anggaran Belanja

Hibah.

(2) Setiap pejabat yang terlibat di dalam pelaksanaan Standar Operasional
Prosedur Perencanaan Anggaran Belanja Hibah, wajib membangun

komitmen tinggi untuk mendukung pelaksanaannya.

(3) Setiap pejabat yang terlibat di dalam pelaksanaan Standar Operasional
Prosedur Perencanaan Anggaran Belanja Hibah, wajib mengembangkan
koordinasi dan kerjasama maksimal dalam upaya meningkatkan efisiensi

dan efektivitas pelayanan publik.

(4) Setiap pejabat yang terlibat di dalam pelaksanaan Standar Operasional
Prosedur Perencanaan Anggaran Belanja Hibah, wajib memperhatikan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang Dberlaku dalam

pelaksanaan tugas.



BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 1 September 2014

BUPATI TANAH LAUT,

Cap ttd

H. BAMBANG ALAMSYAH

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 1 September 2014

SEKRETARIS DAERAH,

Cap ttd

H. ABDULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2014 NOMOR 326






